BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 /456 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
DOKUMEN PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 648-103/Kep/Bangda/2022 tentang Penetapan
Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota pada
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman Tahun 2022;

b. bahwa dalam rangka pendampingan implementasi
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun 2023, perlu didukung oleh tenaga teknis dalam
mendampingi secara mandiri untuk diimplementasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Tenaga Teknis Pendampingan Implementasi Dokumen
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum  Nomor
21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan
Persampahan (KSNP-SPP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor
16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010
tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun
2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;

22.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005-2025;

23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang;

24. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

26. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

27.Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Tenaga Teknis Pendampingan Implementasi
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Ashadi, S.E., M.Si.
Jabatan Pokok : Tenaga Teknis Perencanaan

Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas :

a. melakukan pendampingan implementasi Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2023;

b. melakukan analisa terhadap kesesuaian rencana

Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun 2021-2025;

c. melakukan internalisasi Dokumen SSK ke dalam
proses Perencanaan Pembangunan Daerah serta

implementasinya;
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d. mendampingi dan memfasilitasi Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan pada rapat dan koordinasi dengan
instansi lainnya yang terkait;

e. menyusun laporan kemajuan kegiatan kerja bulanan
kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Dalam  melaksanakan  tugasnya Tenaga  Teknis
bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui
Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Teknis yang telah melaksanakan tugasnya
diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung mulai
bulan Maret sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023
Pos Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening
5.01.03.2.03.05.5.01.02.02.01.0029.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, | } Fdocruery 2023 M
26 Ruyol 1444 H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;

2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.



